
KEUANGAN – KEPALA DAERAH – WAKIL KEPALA DAERAH  

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  NOMOR  8  TAHUN 2013  

2013  

QANUN TENTANG  KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH 
  

- ABSTRAK:            -  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang   

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka   
mendukung tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu 
didukung dengan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip yang transparan dan 
akuntabilitas. Dengan itu perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Aceh 
Tengah  

 
- DASAR HUKUM:  - Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3034); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3893) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); Undang-Undang 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 121); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 



79 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 694); Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011    ( Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 10); Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010; 
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010.   

 
Qanun ini  Mengatur tentang 
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